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“Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan 
Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor 







 Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor 
pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri 
Hilir yang berlangsung pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepatuahan wajib pajak 
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memberikan kontribusi yang cukup 
besar bagi pembiayaan pemerintahan serta pembangunan daerah Kecamatan 
Keritang. Adapun data yang digunakan untuk penulisan ini data primer yang 
bersumber langsung dari tempat penelitian dan data skunder yang bersumber 
dengan cara membaca, mempelajari dan memahami memalui media lain yaitu 
buku-buku, serta dokumen serta jurnal-jurnal terkait. Dan metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif yaitu metode-metode yang berkaitan dengan 
pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang 
berguna. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam 
pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu memberikan penyuluhan atau 
sosialisasi sehubungan dengan Pajak Bumi dan Bagunan serta menginformasikan 
pengambilan SPPT, batas pengembaliannya dan apa sanksi yang diterima apabila 
tidak membayar pajak. 
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Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dan Kerja Pemerintah Desa Kotabaru 







1.1 Latar Belakang 
 Pembangunan nasional adalah kegiatan berlangsung terus menerus dan 
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 
material maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu 
diperhatikan masalah pembiayaan (dana) pembangunan dalam melaksanakan 
pembangunan diseluruh tanah air Indonesia secara adil dan merata telah 
menghasilkan pembangunan yang cukup besar dalam kehidupan nasional.  
 Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut 
menyumbangkan dana bagi pembangunan bangsa. Pajak bumi dan bangunan 
adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan 
Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Mengingat 
pentingnya pajak bumi dan bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran 
pembangunan, perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. 
Pada prinsip sistem pemungutan pajak nasional menggunakakan self 
assessment system, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk 
menghitung, melaporkan pajaknya sendiri. Namun mengingat besarnya jumlah 
objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengentahuan wajib pajak, 
terutama dipedesaan maka belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan 
kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya yang lebih baik, 





 Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh 
manfaat atas tanah dan atau bangunan, wajib mendaftarkan objek pajaknya 
tersebut ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang wilayah kerjanya 
meliputi letak atau lokasi objek pajak. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan 
mengisi formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Batas 
pembayaran pajak bumi dan bangunan ditetapan pada tanggal 1 Agustus sampai 
dengan tanggal 31 Agustus untuk Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah diisi dengan 
benar, jelas dan lengkap SPOP harus dikembalikan ke kantor dinas pendapatan 
daerah atau perangkat desa yang menangani masalah pembayaran dan pelayanan 
pajak bumi dan dan bangunan di desa, selambat-lambatnya 30 hari setelah 
diterimanya (Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994). Jika pengembaliannya 
melewati waktu yang ditentukan, maka kepada wajib pajak dikenakan denda 
administrasi sebesar 25% dari pajak yang seharusnya dibayar (Pasal 10 ayat 2 
Undang-undang No. 12 Tahun 1994).  Jika wajib pajak membayar atau melunasi 
pajak bumi dan bangunan melalui petugas pemungut, sebagai bukti pembayaran 
akan diberikan tanda terima sementara (TTS). 
 Keadaan sosial berpengaruh juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang 
terutama di bidanng pendidikan. Pendidikan adalah satu hal penting dalam 
memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian 
khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak 





sistematis piker atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi 
yang lebih maju. Dibawah ini table yang menunjukkan tingkat rata-rata 
pendidikan masyarakat Desa Kotabaru Seberida.  
Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat 
 Pendidikan Desa Kotabaru Seberida 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pendidikan 
1. Tamat SD 17,19% 
2. Tamat SMP 12,07% 
3. Tamat SMA 8,99% 
4. Tamat Perguruan Tinggi 5,21% 
5. Pelajar SD 13,24% 
6. Pelajar SMP 9,02% 
7. Pelajar SMA 3% 
8. Mahasiswa 2,24% 
9. Tidak Sekolah dan Putus Sekolah 15% 
10. Belum Sekolah 14,04% 
 JUMLAH 100% 
  Sumber: Kantor Desa Kotabaru Seberida, 2021 
 Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa di Desa Kotabaru Seberida 
jumlah dan presentase penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ialah tamat SD 
17.19% atau 1566 orang, tamat SMP 12,07% atau 1096 orang. Tamat SMA 
8.99% atau 819 orang, tamat perguruan tinggi 5.21% atau 476 orang dan pelajar 
SD 13,24% atau 1,113 orang, pelajar sekolah Menengah Atas 3% atau 549 orang, 
Mahasiswa Perguruan Tinggi 2,24% atau 204 orang, Tidak Sekolah dan putus 
Sekolah 15% atau 1361 orang, Belum Sekolah 14,04% atau 1196 orang. Dari data 
terlihat bahwa kebanyakan penduduk Desa Kotabaru Seberida ialah yang Tidak 
Sekolah dan putus sekolah yaitu sebesar 15% atau 1361 orang.  
 Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang sedang berkembang 





diperoleh dari pajak bumi dan bangunan agar pembangunan dapat berjalan lancar 
maka dari itu wajib pajak diharapkan patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan 
bangunan agar mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
 Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, penulis bertujuan 
untuk melakukan penelitian di Kantor Desa Kotabaru Seberida dalam memenuhi 
tugas akhir dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak 
Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor 
Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir’’. 
1.2      Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
penulis merumuskan permasalahan, yaitu :  
1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa 
Kotabaru Seberida? 
2. Apa kendala wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 
sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru 
Seberida? 
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan 
(PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida? 
1.3  Tujuan Penulisan 






1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa 
Kotabaru Seberida. 
2. Untuk mengetahui kendala wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa 
Kotabaru Seberida. 
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengingkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan 
perkantoran (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida. 
1.4 Manfaat Penulisan 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 
beberapa pihak, antara lain: 
1. Bagi penulis Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam 
mencapai kelulusan pada Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universutas 
Islam Negeri Susltan Syarif Kasim Riau, selain itu juga untuk 
meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan untuk menambah 
ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu mengaplikasikan 
ilmu yang diperoleh diperkuliahan pada dunia kerja. 
2. Bagi mahasiswa sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu 
yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan menambah 
pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 





Indonesia sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang 
akan datang.  
3. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber 
informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang 
berminat pada bidang atau topik permasalahan yang sama. 
4. Bagi Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dengan 
menyusun tugas akhir ini diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.  
 
1.5 Metode Penelitian 
1.5.1 Lokasi Penelitian  
Pelaksanaan akan dilakukan di Kantor Desa Kotabaru Seberida di JL. Syekh 
Abdurrahman Yaqub. Kecamatan Keritang Indragiri Hilir. 
1.5.2 Waktu Penelitian  
 Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan 
tanggal 4 Mei 2021. 
1.5.3 Jenis Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah: 
 1.5.3.1 Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara lansung oleh penulis 
melalui wawancara. 
 1.5.3.2 Data Sekunder 





perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen melalui Kantor Desa 
Kotabaru Seberida Kecamtan keritang Indragiri Hilir. 
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 
Penulis melakukan mengumpulkan data dengan teknik : 
 1.5.4.1 Observasi  
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati 
secara langsung objek yang menjadi tujuan penulis yaitu untuk mengetahui 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kantor 
Desa Kotabaru Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir. 
 1.5.4.2 Interview  
Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau tanya 
jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka kepada 
pegawai Kantor Desa Kotabaru Seberida khususnya kepada kepala seksi 
pengawasan yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang 
diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini. 
 1.5.4.3 Studi dokumentasi  
Pengembilan data-data yang diperoleh pada tempat penelitian yang 
berkaitan dengan penelitian. 
1.5.5 Analisis Data  
Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu dengan 
mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan deskriftif, 
yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan 






1.6 Sistematika Penulisan  
 Dalam penulisan ini terdapat bebarapa bab dengan uraian sebagai berikut:  
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, teknik penulisan data dan sistematika 
penulisan. 
BAB II :  GAMBARAN UMUM KANTOR DESA KOTABARU 
SEBERIDA  
  Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Desa 
Seberida Kecamatan Keritang, tentang sejarah singkat, visi misi, 
uraian tugas, serta struktur kepemimpinan perangkat desa.  
BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK     
  Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teori atau konsepsi yang 
digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan 
fakta berkaitan dengan judul dan pokok pembehasan dan di dalam 
bab ini akan membahas mengenai tentang Kepatuhan Wajib Pajak 
Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan 
Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida. 
BAB IV  :  PENUTUP  
  Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan ini, yang mana dalam 
bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 
penulisan pada bab-bab sebelumnya mengenai hal-hal yang telah 





untuk mengetahui tentang Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar 
Pajak Bumi Dan Banguan (PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru 
Seberida.  






GAMBARAN UMUM INSTANSI 
 
2.1  Sejarah Singkat Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang 
Indragiri Hilir 
Desa kotabaru Seberida berdiri pada tahun 1940 yang mana sebelum berdiri 
Desa kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan Seberida dan dengan 
berdirinya Desa Kotabaru Seberida ini sebagai desa baru maka diberilah nama 
desa ini yaitu Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri 
Hilir Provinsi Riau. 
Desa Kotabaru Seberida adalah salah satu desa dari satu kelurahan dan 16  
desa yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Sumatra 
Tengah. Dengan jumlah penduduk 9.053 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 
1.919 kepala keluarga.  
Tabel 2.1 
Tabel jumlah penduduk Desa Kotabaru Seberida  
No Jenis kelamin Jumlah Persentase 
1. Laki-laki  4.578 Jiwa 50,56% 
2. Perempuan  4.475 Jiwa 49,43% 
 JUMLAH 9.053 Jiwa 100% 
  Sumber:Kantor Desa Kotabaru Seberida, 2021 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki lebih 
banyak dibandingkan perempuan yakni penduduk laki-laki berjumlah 4.578 jiwa 
sedangkan perempuan berjumlah 4.475 jiwa. 
Desa Kotabaru Seberida yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani 
dengan terdiri dari parit-parit yang mempunyai luas wilayah : panjang 8.000 Km 






a. Sebelah Utara berbatas dengan Kembang Mekar Sari 
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kayu Raja 
c. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kotabaru Reteh 
d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pasar Kembang 
 Desa kotabaru Seberida adalah desa hasil pemekaran dari desa induk yaitu 
Desa Kotabaru Reteh pada tahun 1978. Awal mulanya Desa Kotabaru Seberida 
berinduk di Desa Kotabaru Reteh, namun karena luasnya wilayah dan banyaknya 
jumlah penduduk di Desa Kotabaru Reteh, kemudian pada tahuun 1998 Desa 
Kotabaru Seberida dimekarkan menjadi 3 desa yaitu : Desa Kotabaru Seberida, 
Desa Pasar Kembang dan Desa Kembang Mekar Sari. 
 Berkat informasi dari orang-orang tua yang masih ada di Desa Kotabaru 
Seberida maka dapat disusun urutan kepala desa yang pernah menjadi kepala desa 
di Desa Kotabaru Seberida dari tahun 1940 masa sebelum kemerdekaan hingga 
sekarang adalah sebagai berikut :  
1. Ibrahim 1940 sebelum kemerdekaan s/d 1947 
2. Abdul Rahman Sikin 1947 s/d 1952 
3. H.M. Noer, Tahun 1952 s/d 1990 
4. H. Idarwis Tahun 1990 s/d 2006 
5. Tarmizi yusuf Tahun 2006 s/d Sekarang 21 
2.2 Visi Dan Misi Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang 
Indragiri Hilir 
  Adapun yang menjadi visi dan misa Kantor Desa Kotabaru Seberida 






 Visi Kantor Desa Kotabaru Seberida adalah “Mewujudkan Desa Kotabaru 
Seberida menjadi desa mandiri melalui pengembangan sektor pertanian, 
perkebunan dan peningkatan insfrastuktur disegala lini”.  
2.2.2 Misi 
  Misi Kantor Desa Kotabaru Seberida adalah : 
1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun 
informal.  
2. Berkerjasama dengan petugas penyuluhan lapangan untuk meningkatkan 
hasil pertanian. 
3. Meningkatkan usaha pertanian. 
4. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa. 
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan 
otonomi daerah. 
2.3 Uraian Tugas 
 Kantor Desa Kotabaru Seberida memiliki mempunyai pembagian unit 
kerja masing-masing yaitu : 
1. Kepala Desa  
 Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan pekerjaan secara 
keseluruhan disemua bidang, memberi motovasi, kebijaksanaan, 
pembinaan, pengawasan, pada semua seksi agar terjadinya kerja sama 





2. Sekretaris Desa 
 Sekretarist desa dipimpin langsung oleh sekretaris desa dibantu 
unsur staf sekretaris yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. Sekretaris desa dalam membantu kepala desa 
mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi 
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan 
rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan 
pelayanan umum. 
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administarsi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, dan administradi penghasilan kepala 
desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 
program, serta penyusunan laporan. 
3. Kepala Urusan 
Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu :  
1. Kepala Urusan Umum 
 Kepala urusan umum dalam membantu sekretaris desa mempunyai 





surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat 
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, invertarisasi, 
perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kepala urusan umum dalam 
membantu sekretaris desa mempunyai tugas : 
a. Mempelajari peraturan perundang- undangan kebijakan teknis serta 
bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; 
b. Memyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program 
kerja urusan umum; 
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola serta 
menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 
tugasnya; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan tugas 
lain sesuai peratauran perundang- undang; 
2. Kepala Urusan Keuangan 
 Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan 
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan 
administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga 
pemerintahan desa lainnya. Kepala urusan keungan dalam membantu 
Sekretaris desa mempunyai tugas : 
a. Mengelola keuangan desa dan sumber-sumber keuangan lainnya; 
b. Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan apbd, perubahan apbd 





c. Mencatat dan melakukan kegiatan administrasi pajak, dan 
administrasi lain yang berkaitan dengan keuangan desa; 
d. Menyusun laporan pelaksanan yang berkaitan dengan dana desa 
dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.   
3. Kepala Urusan Perencanaan 
 Kepala urusan perencanaan dalam membantu sekretaris desa 
mempunyai mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun 
rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisis data-data 
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, 
serta penyusunan laporan. Kepala urusan perencanaan dalam membantu 
sekretaris desa mempunyai tugas: 
a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi 
pelaksanaan program perekonimian dan pembangunan 
masyarakat; 
b. Menyusun, dan melakukan monitoring serat evaluasi program 
penyusunan laporan; 
c. Melaksanakan dan mengikuti tugas lain yang diberikan kepala 
desa dan tugas yang sesuai peraturan perundang-undangan. 
4. Kepala Seksi 
 Pelaksanaan teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:  
1. Seksi Pemerintahan  
Seksi pemerintahan dalam membantu kepala desa mempunyai 





rencana regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta 
pendataan dan pengelolaan profil desa. Tugas seksi pemerintahan 
dalam membantu kepala desa adalah  : 
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya; 
b. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 
c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai 
kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
2. Seksi Kesejahteraan 
Seksi Kesejahteraan dalam membantu kepala desa mempunyai 
fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, 
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan 
hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan lain-lain.  






a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya; 
b. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, 
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi 
serta; 
c. Memotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan 
karang taruna. 
d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi 
kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial 
lainnya; 
3. Seksi Pelayanan 
 Seksi Pelayanan dalam membantu kepala desa mempunyai fungsi 
melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, 
pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan 
ketenagakerjaan.  
Seksi Pelayanan dalam membantu kepala desa mempunyai tugas : 
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang 





b. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 
dan kewajiban masyarakat, 
c. Penyuluhan dan motivasi kepada Pemuda dan karang taruna, 
d. Penyuluhan dan motivasi bidang olah raga, 
e. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, 
f. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan 
ketenagakerjaan; 
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa dan tugas lain 
sesuai peraturan perundang-undangan. 
5. Kepala Dusun 
 Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun merupakan unsur 
pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dengan jumlah 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Pelaksana 
kewilayahan atau kepala dusun dalam membantu kepala desa mempunyai 
fungsi :  
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang 
berkaitan dengan bidang tugasnya; 
b. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah dusun; 
c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 





d. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina 
ketenteraman dan ketertiban di wilayah dusun; 
e. Membina perekonomian masyarakat di wilayahnya; 
f. Membina dan mengkoordinir rukun tetengga dan rukun warga di 
wilayahnya; 
g. Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat di 
wilayahnya; 
h. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di desa dan di wilayahnya; 
i. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di 
masyarakat; 
j. Menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; 
k. Melaksanakan pelayanan kepada msyarakat; 
l. Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang 
tugasnya; 
 
2.4 Susunan Organisasi  
 Susunan organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara 
sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab 
masing-masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menciptakan 






















































































 Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang 
berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Desa Kotabaru Seberida 
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir serta saran-saran diantaranya 
adalah sebagai berikut:   
1. Pada penelitian ini, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 
bumi dan banguanan sektor perdesaan dan perkotan (tiga) tahun 
terakhir mengaalami penurunan dari penerimaan pajaknya. Yang 
dipengaruhi mulai dari pendataan objek dan subjek pajak yang tidak 
tepat, koordinasi antar pemerintah yang masih belum optimal dan 
rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak 
bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). 
2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida 
Kecamatan Keritang yakni: kurangnya koordinasi antar pemerintah 
yang masih belum optimal, pendataan pajak bumi dan bangunan yang 
tidak sesuai denganyang dimiliki, serta kurangnya kesadaran 








3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan ialah, melakukan 
penyuluhan dan sosialisasi sehubungan dengan pajak bumi dan 
bangunan serta menginformasikan pengambilan SPPT, batas 
pengembaliannya dan apa saksi yang diterima apabila tidak membayar 
pajak. 
 
4.2  Saran 
 Dari kesimpulan di atas penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai 
saran yang tertentu berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan 
dalam penelitian. Penulis memberikan saran sebagai berikut:  
1. Mengadakan kegiatan sosialisasi arti pentingnya membayar pajak bumi 
dan bangunan supaya masyarakat sadar akan pentingnya membayarkan 
pajaknya. 
2. Disarankan untuk petugas yang menangani tentang pajak haruslah 
seseorang yang memiliki pemahaman dibidang perpajakan.  
3. Diharapkan kepada wajib pajak di Desa Kotabaru Seberida agar membayar 
pajak tepat waktu karena pajak daerah merupakan sesuatu yang penting 
untuk perkembangan pembangunan di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan 
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Peraturan perundang-undangan 
Undang - Undang Pajak Bumi dan Bunganan nomor 12 tahun 1985 tentang 
perubahan atas Undang - Undang no 12 tahun 1994 perubahan Undang – Undang 
nomor 28 tahun 2009 tentang pemungutan pajak daerah. 
Undang - Undang pajak bumi dan bangunan pasal 3 mengenai objek pajak yang 
tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. 
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Daerah Kabupaten 

























DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan 
masalah pada penelitian yang berjudul “ Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) Di Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri 
Hilir”.  
Daftar wawancara dengan Kepala Kantor Desa : 
Tanggal : 15 Maret 2021 
Waktu  : 09:00-10:00 WIB 
Narasumber : Alm. Bapak Tarmizi Yusuf 
Jabatan  : Kepala Desa Kotabaru Seberida 
1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kantor Desa Kotabaru 
Seberida ya pak? 
2. Berapa banyak wajib pajak bumi dan banguanan sektor perdesaan dan 
perkotaan yang ada di Desa Kotabaru Seberida ini pak? 
3. Apakah ada kendala pak yang dihadapi oleh masyarakat dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kantor desa 
kotabaru seberida?  
4. Upaya apa yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam upaya 
peningkatan pembayaran pajak bumi dan banguanan sektor perdesaan dan 








1. “Sebenarnya pajak bumi dan bangunan merupakan kewenangan 
pemerintah daerah. Desa hanya menjalankan penugasan atau membantu 
menarik Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) kepada objek pajak wilayah. Untuk kepatuahan dalam 
membayar pajak masih banyak masyarakat yang kurang patuh dalam 
membayar, tentunya dengan beberapa kendala yang ditemukan cukup 
berpengaruh terhadap kepatuahan wajib pajak itu sendiri” (Tarmizi Yusuf, 
wawancara pada tanggal 15 Maret 2021, Kantor Desa Kotabaru Seberida 
pukul 09:00 WIB). 
2. “Objek pajak di Desa Kotabaru Seberida jumlahnya banyak, bahkan seriap 
tahunnya mengalami peningkatan” (Tarmizi Yusuf,  wawancara pada 
tanggal 15 Maret 2021, Kantor Desa Kotabaru Seberida pukul 09:03 
WIB). 
3. “Untuk kendala ada saja, baik itu dari ketidakpahaman masyarakat tentang 
pentingnya membayar PBB sehingga banyak dikalangan masyarakat 
kurang taat dalam membayar. Bahkan disetiap ada pertemuan saat 
membahas tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan kepada 
masyarakat, sering kali masyarakat malah mengganti topik pembicaraan. 
Tetapi kami selalu mengendalikan arah pembicaraan kepada topik semula 
yaitu tentang pajak,  (Tarmizi Yusuf,  wawancara pada tanggal 15 Maret 






4. “Baik, untuk upaya kami dari aparat desa masih mencoba mencari cara 
yang terbaik. Sebelumnya juga pernah di adakan penyuluhan terkait pajak 
bumi dan bangunan yang diadakan setahun satu kali. Namun hanya 
beberapa yang saja yang datang, tetapi setidaknya ada masyarakat yang 
mulai sadar. (Tarmizi Yusuf, wawancara pada tanggal 15 Maret 2021. 
Kantor Desa Kotabaru Seberida pukul 09:10 WIB). 
Daftar wawancara dengan wajib pajak : 
Tanggal  : 15 Maret 2021 
Waktu  : 10:05 – 10:30 WIB 
Narasumber : Bapak Sunardi  
1. Bagaimana menurut Bapak Sunardi tentang kepatuhan kita tentang wajib 
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkantoran dikantor desa kotabaru seberida? 
2. Menurut bapak apa kendala bapak sebagai wajib pajak dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran di kantor desa 
kotabaru seberida? 
3. Kenapa bapak tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kantor Desa Kotabaru Seberida? 
Jawaban :  
1. “Menurut saya masyarakat kita banyak yang tidak patuh dalam membayar 
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kantor desa kotabaru 







2. “Kendala ya dalam membayar pajak ada beberapa menurut saya, pertama 
ketidaktahuan masyarakat akan penting nya pajak bagi pembangunan 
daerah, kemudian dari kami yang memiliki bangunan dan perkebunan 
tidak pernah diberikan surat pemberitahuan pajak terutang, jadi kami tidak 
tau harus membayar nya kapan”. 
3. “Terlebih kendala yang saya katakan tadi, ada satu kendala yang membuat 
kami tidak ingin membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 
perkantoran karena data yang disurat pemberitahuan pajak terutang tidak 
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